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Abstrak

Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua
menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang
anak untuk melakukan aktivitas seksual. Penegakan hukum di Indonesia pada saat ini tidak terlepas dari aspek
pelindungan hukum terhadap anak. Pembicaraan mengenai anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti
sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yakni generasi
yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu
negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat berpartisipasi secara
optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah mengenai bentuk
perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani
Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Adapun jenis penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis
normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti
peraturan perundang-undangan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Hasil dari penelitian ini adalah
bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kendala Polres Serdang Bedagai
Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak adalah keterangan korban yang tidak terus
terang, korban tidak memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu berubah sehingga hal ini
membingungkan dalam peroses penyelidikan serta korban tidak memberikan kesaksian karena adanya ancaman dari
pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh orang banyak.

Kata Kunci: Perlindungan Hokum; Anak; Tindak Pidana; Kekerasan Seksual

Abstract

Child sexual abuse is a form of child abuse in which an adult or older teenager uses a child for sexual stimulation. Forms of
child sexual abuse include soliciting or pressuring a child to engage in sexual activity. Law enforcement in Indonesia at this
time cannot be separated from the aspect of legal protection for children. Talks about children and their protection will never
stop throughout the history of life, because children are the next generation of the nation and the successor of development,
namely the generation that is prepared as the subject of the implementation of sustainable development and the holder of
control over the future of a country. Efforts to protect children must be started as early as possible, so that in the future they
can participate optimally for the development of the nation and state. The problems discussed in this thesis are about the form
of legal protection for child victims of sexual crimes and the Constraints of the Serdang Bedagai Police in Handling Criminal
Cases of Sexual Violence Against Children. The type of research in this thesis is normative juridical, namely a research method
that examines the study of documents, which uses various secondary data such as legislation, legal theory and can also be in
the form of opinions of scholars. The results of this study are forms of legal protection for child victims of sexual crimes
regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of
Domestic Violence, Law Number 11 of 2012 concerning the Judicial System Child Crime. The constraint of the Serdang Bedagai
Police in Dealing with the Criminal Case of Sexual Violence Against Children is the victim's statement that is not frank, the
victim does not tell about the actual witness and the victim's information is always changing so this is confusing in the
investigation process and the victim does not give testimony because of threats from the public. certain parties or fear that
their disgrace will be known by many people.
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PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara hukum sesuai dengan pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Dasar
1945, Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum. Hukum merupakan peraturan
yang mengatur hubungan orang dalam masyarakat. Hukum mewujudkan diri dalam peraturan
hidup bermasyarakat, bersifat mengatur dan memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam
masyarakat serta memberikan saksi yang tegas berupa hukuman terhadap para pelanggar hukum.
Sebagai suatu Negara hukum maka, hukum dijadikan sebagai alat untuk memberikan ketertiban
bagi masyarakat (Bambang, 2012:1). (Izar dkk, 2020; Tarigan dkk, 2020).

Ketika terjadi sesuatu tindak pidana yang merugikan hak dan kepentingan masyarakat,
orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya
untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat. Penegakan hukum untuk
menciptakan keamanan dan ketertiban tersebut harus dilakukan oleh aparat penegak hukum yang
dalam system peradilan pidana dimulai dari penyidikan sampai kepada sidang di pengadilan.
Menurut pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), wewenang penyidikan
diberikan kepada kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai Negeri Sipil tertentu
yang di beri wewenang khusus oleh undang-undang. (Isnaini dkk, 2020;Marbun dkk, 2020).

Penyidikan merupakan salah satu tingkatan proses penegakan hukum dalam sistem
peradilan pidana di Indonesia. Menurut pasal 1 angka 2 penyidikan adalah serangkaian tindak
penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tindakan penyidik
tersebut termasuk memanggil korban dari suatu tindak pidana guna dimintai keterangannya
mengenai tindak pidana yang ia alami. (Utami dkk, 2019;Nugroho dkk, 2020).

Istilah hukum identik dengan istilah law dalam bahasa Inggris, droit dalam bahasa Perancis,
recht dalam bahasa Jerman, recht dalam bahasa Belanda, atau dirito dalam bahasa Italia. Hukum
dalam arti luas dapat disamakan dengan aturan, kaidah, norma, atau ugeran, baik tertulis maupun
tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati
dalam kehidupan bermasyarakat dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi. (Dudu, 2003:7).

Siapa saja dapat menjadikan korban tindak pidana, tidak anak orang dewasa saja. Seorang
anak juga dapat menjadi korban dari suatu tindak pidana. Anak adalah amanah sekaligus karunia
dari tuhan yang maha esa yang dilahirkan kedunia ini, yang senantiasa harus kita jaga karena
didalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung
tinggi. Seperti halnya manusia lain anak juga mempunyai hak azasi manusia yang harus dilindungi.
Hak azasi anak merupakan bagian dari hak azasi manusia yang termuat dalam undang-undang
dasar 1945 kovensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak-hak anak (Andika, 2016:90).

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang di
persiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan dan pemegang kendali masa depan suatu
Negara, tidak terkecuali Indonesia. Negara mempunyai tanggung jawab dalam memberikan
perlindungan terhadap anak. Karena adalah tugas dari setiap orang untuk menjaga kepentingan
seorang anak. Perlindungan terhadap anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat
berpartisipasi dalam pembangunan bangsa dan Negara. Perlindungan anak (Nashriana, 2011:1).

Namun dewasa ini banyak terjadi kejahatan yang korbannya merupakan anak-anak. Tindak
pidana yang dilakukan terhadap anak tersebut yang banyak terjadi sekarang ini adalah tindak
pidana kejahatan seksual. Kejahatan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak
dimana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual.
Bentuk kejahatan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan
aktivitas seksual, memberikan paparan yang tidak sembarangan dari alat kelamin untuk anak,
menampilkan porno grafi untuk anak, melakukan hubungan seksual terhadap anak-anak, kontak
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fisik dengan alat kelamin anak (kecuali dalam konteks non-seksual tertentu seperti pemeriksaan
medis), melihat alat klamin anak tanpa kontak fisik kecuali dalam konteks non-seksual seperti
pemeriksaan medis atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi anak. (Pratama dkk,
2019;Lubis dkk,2019).

Upaya-upaya perlindungan anak harus telah dimulai sedini mungkin, agar kelak dapat
berpartisipasi secara optimal bagi pembangunan bangsa dan negara. dalam Pasal 2 ayat (3) dan
(4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
ditentukan bahwa : “Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa kandungan
maupun sesudah dilahirkan. Anak berhak atas perlindungan-perlindungan lingkungan hidup yang
dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar”. Kedua
ayat tersebut memberikan dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk
mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak. (Pratama dkk,
2020;Amar dkk, 2020).

Secara ideal anak adalah pewaris dan pelanjut masa depan bangsa. Secara real, stuasi anak
Indonesia masih dan terus memburuk hal ini dapat kita lihat dari maraknya kasus kekerasan yang
terjadi di Indonesia yang menjadikan anak sebagai korbannya. kekerasan yang terjadi terhadap
anak dikarenakan rentannya posisi anak yang mudah untuk percaya terhadap iming-iming suatu
benda ataupun makanan yang di berikan oleh pelaku. selain itu adanya ancaman kekerasan yang
juga di berikan terhadap anak, sehingga anak tersebut akan menuruti apa yang di ucapkan maupun
yang dilakukan oleh pelaku kekerasan tersebut. (Saragih dkk, 2020; Atrizka dkk, 2020).

Salah satu contoh kasus kejahatan seksual yang terjadi di Kabupaten Serdang Bedagai adalah
kasus persetubuhan/pemerkosaan yang dilakukann oleh suami dari kakak kandung korban (Ipar),
dalam hal ini, korban masih berumur 14 tahun. Korban dipaksa dan diancam oleh pelaku agar
korban mau melakukan persetubuhan. Akibat perbuatan pelaku, korban hamil dan merasa sangat
takut dan memiliki trauma. Berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas maka penulis
mencoba mengkaji lebih jauh mengenai, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban
Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdang Bedagai)”. (Tarigan dkk,
2021; Nasution dkk, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi
dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan,
keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Sumber data
yang diperoleh adalah data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dengan
mengajukan pertanyaan kepada narasumber yaitu Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai
Saksi Korban Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus di Polres Serdanf Bedagai.
Data sekunder yaitu data yang mencakup dokumen- dokumen resmi, bukubuku ilmiah, data
online, hasil-hasil penelitian berupa laporan, Kitab Undangundang Hukum Pidana. Data tersier
yaitu suatu kumpulan dari data primer dan data sekunder dapat berupa kamus hukum, dan
biografi. Adapun Teknik Pengumpulan Data dilakukan dengan cara sebagai berikut Library
Research (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan,
yakni undang-undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, dalam penelitian ini
mengandung data primer dan data sekunder. Field Research (Penelitian Lapangan) yaitu dengan
melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian
ke Polres Serdang Bedagai dengan cara Wawancara. Analisis Data merupakan langka selanjutnya
untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Analisis Data dalam penelitian ini
merupakan Analisis Data Kualitatif.
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HASIL DAN PEMBAHASAN
Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual
Mengenai pengertian korban itu sendiri seperti yang tercantum dalam Pasal 1 Angka 2

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan

bahwa; “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian

ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.
Terdapat beberapa pendapat menganai korban yang bersumber dari para ahli, pakar hukum,
maupun dari konvensi-konvensi Internasional, antara lain sebagai berikut:

a. Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban adalah; “Mereka yang menderita jamaniah
dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri
sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang
bertentangan dengan kepentimgan hak asasi manusia”.

b. Muladi berpendapat bahwa; “Korban (Victims) adalah orang-orang yang baik secara individual
maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional,
ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui
perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana dimasing-masing negara, termasuk
penyalahgunaan kekuasaan” (Muladi, 1997:108).

¢. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,
manyatakan bahwa: “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman
kekerasan dalam lingkup rumah tangga”

d. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsilasi,
menyatakan bahwa; “Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami
penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami
pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, termasuk korban adalah ahli
warisnya”.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban
dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat, menyatakan bahwa; “Korban adalah
orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat
pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental
dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak mana pun” (Dikdik, 2003:47-48).

Istilah korban tidak hanya mengacu kepada perseorangan saja melainkan mencakup juga

kelompok dan masyarakat.penderitaan yang dialami oleh korban (Theo, 2002:13).

Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dapat di artikan sebagai
upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan
yang berhungan dengan kesejahteraan anak. Penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan
adalah:

a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat materi dengan
jalan mudah.

b. Tidak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada seseorang.

Keberanian mengambil resiko.

o

d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik (Mulyana, 1982: 41).

Instrumen internasional mengenai perlindungan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam
resolusi PBB 44/25 tertanggal 20 november 1998 tentang Convention on the rights of the chilid
(konvensi hak-hak anak), yang kemudian diatur dalam resolusi PBB 1386/XIV, tanggal 20
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desember 1959 tentang declaration of the rights of the chilid (Dekrelasi hak-hak anak, tahun
1959).

Selanjutnya majelis umum menghimbau para orang tua wanita dan pria secara
perseorangan, organisasi sukarela penguasa setempat dan pemerintah pusat agar mengakui hak-
hak ini dan memperjuangkan pelaksanaan hak-hak tersebut secara bertahap baik melalui undang-
undang maupun peraturan lainnya yang sesuai dengan asas-asas (1) anak-anak berhak menikmati
seluruh hak yang tercantum dalam deklarasi ini, (2) anak-anak mempunyai hak untuk
memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin
oleh hukum dan sarana lain, (3) sejak dilahirkan anak-anak harus memiliki nama dan kebangsaan,
(4) anak-anak harus mendapat jaminan, (5) anak-anak yang cacat tubuh dan mental atau yang
berkondisi social lemah akibat suatu keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan
dan perilaku khusus. (6) agar supaya kepribadiaanya tumbuh secara maksimal dan harmonis
anak-anak memerlukan kasih sayang dan pengertian, (7) anak-anak berhak mendapatkan
pendidikan wajib secara Cuma-Cuma sekurang-kurangnya ditingkat sekolah dasar.

dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan
pertolongan, (9) anak-anak harus dilindungin dari segala bentuk penyia-nyiaan, kekejaman atau
penindasan, dan terakhir (10) anak-anak harus dilindungi dari perbuatan mengarah ke dalam
diskriminasi rasial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya (Wagiati, 2006:75).

Undang-undang dasar 1945 secara umum telah mengatur bagaimana seorang anak tersebut
berhak mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang secara bebas tanpa adanya
diskriminasi dari pihak manapun, serta dilindungi dari kekerasan pisik maupun psiknya.
Pemberian perlindungan hukum kepada anak sebagai korban didasarkan pada undang-undang
nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah di ubah dalam undang-undang No 35 tahun 2014 tentang
perlindungan anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana
pelecehan tersebut. Undang-undang No 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dalam undang-
undang No 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak mengatur tentang bentuk-bentuk
perlindungan khusus yang dapat diberikan pada anak yang menjadi korban kejahatan, ekspoitasi
baik secara ekonomi atau seksual, fisik dan psikis.

Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban
tindak pidana pemerkosaan adalah:

a. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun diluar lembaga.
b. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari

labelisasi.

c. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun
social, dan

d. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai  perkembangan
perkara.

Perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seseorang anak
yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara
fisik maupun secara mental, spiritual dan social, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama
baiknya di jaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab
pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui
perkembagan perkara yang dihadapinya.
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SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dan diuraikan oleh
Penulis, maka dapat disimpulkan bahwa:

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual adalah seseorang anak yang
menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik
maupun secara mental, spiritual dan social, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama
baiknya di jaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab
pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui
perkembagan perkara yang dihadapinya. Termasuk pula hak untuk di beritahu apabila sipelaku
telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara kalau ia dihukum.

Kendala Polres Serdang Bedagai Dalam Menangani Perkara Tindak Pidana Kekerasan
Seksual Terhadap Anak adalah korban takut dan malu menceritakan kejadian yang menimpanya,
korban tidak mau memberitahu tentang saksi yang sebenarnya dan keterangan korban selalu
berubah sehingga hal ini membingungkan dalam peroses penyelidikan. Korban tidak memberikan
kesaksian karena adanya ancaman dari pihak pihak tertentu atau takut aibnya diketahui oleh
orang banyak, hal ini dikarenakan korban pelecehan seksual selain menderita fisik, juga
mnengalami tekanan batin yang hebat. Manipulasi dari pelaku sering menolak tuduhan bahwa dia
adalah pelakunya, strategi ini dilakukan oleh pelaku yang menuduh korban melakukan
kebohongan dan membuat rekayasa.
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